






















































PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
I{ABUPATEN BANTUL

DENGAN

DINAS PERPUSTAI(AAN DAN KEARSIPAN I{ABUPATEN BANTUL

NOMOR: 47019912o25
NOMOR: 4OO.t2.2.llOL2

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAI'I
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN I{ABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
'Puluh Lima (29-08-2025), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : KWINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos., M.I.P.
Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding, Manding, Trirenggo Bantul
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
dalam hal ini bertindak untuk dan atas narna Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul yalg selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
Alamat : Jalan Gqjah Mada No 1, Paseban,Bantul
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul .l

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan kearsipan
Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sarna disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan- Pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten Bantul

2. baJlwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bantul

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3,

tentang Adminisirasi Kependudukan
2006 'Nomor I24. Tarnbahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 46741, sebagaimana telah diubah dengan Undang:
Undang Nomor 24 Tahun 2OI3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3
Nomor 232, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a751;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2079 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2OI3 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor IO2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 635a);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2OI9 tentang Pemberian Hak Akses
dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9
Nomor 1611);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2O2I tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan ( Berita Negara Republik Irrrdonesia
Tahun 2O2l Nomor 12721;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 102 Tahun 2Ol9 tentang Pemberian Hak Akses
dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Perubahan keduq
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2O2I Nomor 5);

7. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:
47O/L5I92/Dukcapil tanggal 29 September 2022 hal Penyelenggaraan Pemanfaatan
Data Kependudukan;

8. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri Nomor 400.8. L.218755/Dukcapil. tanggal 25 Juli 2025 hal Persetujuan
Perpanjangan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam
Lingkup Ttrgas Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan perari
PARA PII{AI( dalam rangka verifikasi dan validasi data peminjam buku dalam layanan
perpustakaan daerah, Kabupaten Bantul lingkup tugas Dinas Perpustakaan dan kearsipan
Kabupaten Bantul sebagai PIIIAI( KEDUA melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan
(NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Ke*alruJ,l;ifi PrHAr(

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajitran untuk:
a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, NIK,

nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status
perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada PIHAK KEDUA
berdasarkan NIK melalui metode web portal;



b. menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK KESATU kepada PIHAK
KEDUA untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup difasilitasi oleh
Dinas Kominfo:

c. memberikan user id dan passuord kepada PIHAK KEDUA yang
menjadi tanggung jawab PIHAI( KEDUA;

(21 PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam

diterbitkan PIHAK KEDUA:

pengelolaannya

dokumen yang

b. memberikan data berupa Nomor registrasi peminjam buku sebagai data balikan;
c. bertanggung jawab sebagai pemegallg hak akses atas data kependudukan yang

diakses dari PIHAK KESATU;
d. memberikan layanian beidasarkan KTP-e1 dan/atau Identitas Kependudukan Digital

(IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-e1 dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau

elektronik;
f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang

diakses dari PIIIAK KESATU;
g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program

PIHAK KEDUA dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar
nasional Indonesia atas akses data kependudukan dari PIIIAK KESATU yang dibuktikan
dengan kepemilikan sertifikat standar keamanan dengan prioritas standar nasional
bidang keamanan informasi/keamanan siber (ISO /IEC 27OO1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya
perjanjian kerja sama ini;

h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan
penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak
memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama

.:
ini telah berakhir.

H"n J;i13,**,
tU PIHAT( KESATU mempunyai hak untuk:

a. mengawasi pelaksairaan kewajiban PIHAK KEDUA;
b. mendapatkan data balikan Nomor registrasi peminjam buku dari PIHAK KEDUA

yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama ini;

c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari PIHAK KEDUA terhadap
sistem, data, jaringan dan program PIHAK KEDUA atas akses data kependudukan
dari PII{AK KESATU;

d. mendapatkan jaminan dari PIfiAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan
kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAI( KEDUA serta tidak dilakukannya
penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain
walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK,
NIK, nama.lengk;a.p, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, statusJ
perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari PIHAK KESATU
berdasarkan NIK melalui metode web portal; dan
mendapatkan user id dan passuord dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

a.

b.
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Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini
oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tujuh (29-A8-20271 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA
PIHAK.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA
PIHAK untuk mengakhiri kerja sarna sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini
berakhir; dari

b. adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan
Pedanjian Kerja Sama ini. 

l

Pasal 6
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat
dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA
PIHAK.

(21 Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama. ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat.

i2) Dalam hal musyawarah dan mufakat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajibanr membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-e1 per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan
bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanf.aatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-
el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PIHAK KESA?U dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan
dan KTP-el sewaktu-waktu.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(1)

(2)
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(1)

t2l

Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal PIHAK KEDUA trdak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama
1n1.

Dalam hal diperlukan adanya penambah an d.an/ata.u pengurangan materi P.erjanjian
Keda Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAI( yang
dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerja Sama ini.
Ketentuan yaLrrg bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini r-nengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan
merupakzur bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 1O
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi
meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sarna setelah ditandatangani PARA
PIHAK.

(3)

;r"""r
L\

161993031003

ffi
WO. S.Sos.
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  PERJANJIAN KERJA SAMA 

 
ANTARA 

FAKULTAS BAHASA SENI DAN BUDAYA 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

DAN 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL 
 

 
Nomor: T/268.2/UN34.12/HK.01.01/2025 

Nomor: 400.14.5.4/073/DPK/2025 
 

 

TENTANG 
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

 

 
Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh 

lima, yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
1. Prof. Dr. Zulfi Hendri, S. Pd., M, Sn : Dekan Fakultas Bahasa Seni dan 

Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo 
Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena 

itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa 
Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut 

sebagai “PIHAK KESATU”. 
2. Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH, MM: Kepala Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 

1, Kurahan, Kalurahan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta 55711, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak 

untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 
Bantul, yang selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”. 
 
 

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama 

disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. 

 

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih 

dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan 
Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bantul. 

 



 
 

3. PARA PIHAK telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta sumber daya manusia. 
Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama 

tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh 
PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut. 
 

Pasal 1 
TUJUAN 

 
Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan PARA 

PIHAK dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya 
untuk: 
(a) Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna 
kepentingan masyarakat; 

(b) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA 
PIHAK untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat. 

 
Pasal 2 

RUANG LINGKUP 

 
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksaan Tridharma 

Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul. Ruang lingkup Perjanjian Kerja 
Sama ini meliputi bidang: 

a. pendidikan; 
b. penelitian; 
c. pengabdian kepada masyarakat; 

d. pengembangan sumber daya manusia; dan 
e. pemanfataan hasil karya akademis. 

 
Pasal 3 

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU 
 

(1) Kewajiban PIHAK KESATU: 

a) bersama PIHAK KEDUA menentukan tema kegiatan visi, 

misi, bidang keahlian administrasi perkantoran, dan 
prioritas pembangunan daerah; 

b) bengurus perizinan sesuai prosedur yang berlaku; 

c) mengirimkan dosen dan mahasiswa dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan; 

d) melaksanakan program kegiatan sesuai tema yang telah 
ditetapkan bersama; 

e) memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk 

memanfaatkan berbagai data dan informasi yang 
dihasilkan; 

f) menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada PIHAK 
KEDUA dalam bentuk hardcopy dan softcopy; 



 
 

g) memberikan akses hasil karya akademis kepada PIHAK KEDUA. 
 

(2) Hak PIHAK KESATU: 

a) Memperoleh lokasi kegiatan magang kerja, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas pada 

kawasan strategis; 

b) Memperoleh fasilitas pertemuan dengan pemangku 
kepentingan; 

c) Memperoleh informasi/data/dokumen yang dibutuhkan; 
dan 

d) Memperoleh pengarahan, bimbingan, dan pembekalan 
selama masa kerja sama. 

 
Pasal 4 

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA 

(3) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA: 

a) bersama PIHAK KESATU menentukan tema kegiatan sesuai 
visi, misi, bidang keahlian administrasi perkantoran dan 

prioritas pembangunan daerah; 

b) bersama PIHAK KESATU menentukan lokasi kegiatan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
dengan prioritas pada kawasan strategis; 

c) memberikan fasilitas pertemuan antara PIHAK KESATU 
dengan pemangku kepentingan; 

d) memberikan dukungan berupa penerbitan izin penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat; 

e) menyediakan informasi/data/dokumen yang dibutuhkan 
sesuai kewenangan; dan 

f) memberi pengarahan, bimbingan, dan pembekalan selama 
masa kerja sama. 

(4) Hak PIHAK KEDUA: 

a) menerima dosen dan mahasiswa untuk pelaksanaan 
kegiatan; 

b) memperoleh program kegiatan sesuai tema yang ditetapkan; 

c) memperoleh akses atas data dan informasi hasil kegiatan 
PIHAK KESATU; dan 

d) memperoleh laporan hasil kegiatan dalam bentuk hardcopy 
dan softcopy; 

e) memperoleh akses karya akademis dari PIHAK KESATU. 
 

 
Pasal 5 

JANGKA WAKTU 



 
 

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 

penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang atas 
kesepakatan tertulis PARA PIHAK-, paling lambar 30 (tiga puluh) hari sebelum 

berakhirnya perjanjian ini. 
 

Pasal 6 

PEMBIAYAAN 

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan 

ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam 

kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan perjanjian kerja sama ini. 

 

 

Pasal 7 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA 

PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan 

diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. 

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 
FORCE MAJEURE 

 

(1) PARA PIHAK pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan 

atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam 

Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh 

kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan 

sebagai Force Majeure. 

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure antara lain sebagai 

berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir 

atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, 

sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan 

pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata 

berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. 

(3) Apabila terjadi Force Majeure, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib 

memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini. 

(4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah 

keadaan Force Majeure berakhir serta kondisi fasilitas penunjang 




